
RA  

BUPATI SUMEDANG 

PROVINSI JAWA BARAT  
 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG 

NOMOR  13  TAHUN 2016 

TENTANG 

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG  

NOMOR 5 TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU 
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI SUMEDANG, 

 

Menimbang : a. bahwa retribusi merupakan salah satu sumber 
pendapatan asli daerah yang penting guna membiayai 

penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan 
Daerah; 

b. bahwa atas pelayanan perizinan tertentu oleh Pemerintah 

Daerah kepada orang pribadi atau Badan yang 
dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas 

kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya 
alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu 
guna melindungi kepentingan umum dan menjaga 

kelestarian lingkungan, pengendalian lalu lintas dan 
perpanjangan mempekerjakan tenaga kerja asing 

dipungut retribusi perizinan tertentu yang ditetapkan 
dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013; 

c. bahwa peruntukan penggunaan penerimaan Retribusi 

Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing, 
sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten 

Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Perubahan atas 
Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu,tidak sesuai 

lagi dengan perkembangan hukum dan kondisi 
ketenagakerjaan, maka perlu diubah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

dimaksud dalam huruf a, huruf  b, dan huruf c, perlu 
menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua 

atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 
Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu; 

SALINAN 



Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang 
Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam 

Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara 
Republik Indonesia Tahun 1950) sebagaimana telah 
diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 

tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan 
Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang 

Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-
daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa 
Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 

Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 2851); 

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang 
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4279); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang 
Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4286); 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak 

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5049); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang 

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 
Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5049); 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana 
telah diubah beberapa kali terakhir denganUndang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua 

atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 5601); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 



11. Peraturan PemerintahNomor 65 Tahun 2012 tentang 
Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan 

Pajak yang Berlaku pada Kementerian Tenaga Kerja dan 
Transmigrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia  Nomor 5161); 

12. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang 

Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi 
Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja 
Asing(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 

Nomor 216, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia  Nomor 5358); 

13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 

tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah 
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam 
Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman 

Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); 

14. Peraturan Menteri KetenagakerjaanNomor 16 Tahun 

2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 

964) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan 
Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2015 tentang 
Perubahan atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan 

Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan 
Tenaga Kerja Asing (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2015 Nomor 1599); 

15. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 
2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan 

Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 13 
Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2009 tentang 
Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 13, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 7); 

16. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 
2011 tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran 
Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2011 Nomor 5) 

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah 
Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2013 tentang 
Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang 

Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 
Tertentu(Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 

2013 Nomor 8); 

 



17. Peraturan Daerah Kabupaten Nomor 6 Tahun 2012 
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2012 Nomor 6, 
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Nomor 2); 

 
   

Dengan Persetujuan Bersama 

  DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH 
KABUPATEN SUMEDANG 

dan 
BUPATI SUMEDANG 

 

 
MEMUTUSKAN: 

 
Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 5 

TAHUN 2011 TENTANG RETRIBUSI PERIZINAN TERTENTU. 
   
   

 

Pasal I 
Ketentuan Pasal 26F ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Daerah 

Kabupaten Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi 
Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang 
Tahun 2011 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan 

Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 
2013 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten 
Sumedang Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Perizinan 

Tertentu (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 
2013 Nomor 8) diubah sehingga Pasal 26F berbunyi sebagai 

berikut: 
 
 

Pasal 26F 
 

(1) Penerimaan retribusi perpanjangan IMTA digunakan 
untuk mendanai penerbitan dokumen izin, pengawasan di 

lapangan, penegakan hukum, penatausahaan, biaya 
dampak negatif dari pemberian perpanjangan IMTA, dan 
kegiatan pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga 

kerja lokal. 

(2) Untuk menjamin peningkatan kemampuan tenaga kerja 

lokal maka pemanfaatan penerimaan retribusi 
perpanjangan IMTA sebagaimana dimaksud pada ayat (1), 
sekurang-kurangnya 70% (tujuh puluh persen) digunakan 

untuk pengembangan keahlian dan keterampilan tenaga 
kerja lokal. 

 

 

  Pasal II 

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 

    



  Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan 
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya 

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang.  
 
 

Ditetapkan di Sumedang 
pada tanggal  30 Desember 2016 

 
BUPATI SUMEDANG, 

 

 
ttd 

 

 
EKA SETIAWAN 

 
Diundangkan di Sumedang 
pada tanggal  30 Desember 2016 

 
SEKRETARIS DAERAH 

KABUPATEN SUMEDANG, 

 
 

ttd 
 
 

ZAENAL ALIMIN  
 

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2016  NOMOR 13 
 
 

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUMEDANG, 
PROVINSI JAWA BARAT (13/402/2016)……………. 
 


